BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Islam lahir tidak dari ruang hampa maupun lembaran kosong. Dalam
hal ini, al-Qur’an sebagai sebuah representasi kalam Allah telah hadir dalam
wajahnya yang berbahasa Arab. Sehingga kalam Allah yang meta-historis
bertransformasi menjadi sekumpulan abjad yang berdimensi lokal dan
partikular sebagai wilayah historis. Keberadaan wilayah historis ini otomatis
meniscayakan adanya situasi sosial yang melingkupi, sehingga menjadikan
al-Qur’an memiliki hubungan dialektis dengan realitas dalam lingkup
wilayah historis Arab. Dari sifatnya itulah nilai-nilai universalistiknya
mengalir ke dalam ruang dan waktu ( /7 kulli zaman wa al-makan ) yang
berbeda. Sehingga meniscayakan tradisi keagamaan Islam dapat berubah
sesuai dengan konteks sosial-budaya suatu masyarakat ditempat dan zaman
yang berbeda.'

Jika menilik kembali pada masa pra-Islam di dunia Arab, dimana
sesungguhnya telah berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah
yang telah berlangsung lama. Kemudian Islam datang dengan seperangkat
norma shara’ dan memilah tradisi-tradisi yang ada. Mengambil sebagian
yang selaras dan sebaliknya membuang tradisi yang bertentangan dengan

hukum shara’’

! Chafid Wahyudi, Nahdlatul Ulama &Civil Religion : Melacak Akar Civil Religion dalam
Keagamaan NU, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), 51.
2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, ( Ciputat : PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), vol. 2, 369.



Fakta ini memunculkan pemahaman bahwa kehadiran Islam dengan
nilai-nilainya yang dibawanya dapat memberikan harapan kepada semua
kelompok sosial yang hidup di dalam wilayah sosio-budaya tertentu untuk
meneguhkan identifikasi diri mereka kepada lokalitas-nya secara kritis,
selalu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat di dalam
merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum inti agama.
Sementara ajaran-ajaran Islam yang substantif dihadirkan sebagai kontrol
konstruktif terhadap kebengkokan-kebengkokan lokalitas. Misalnya tradisi
lokal yang mempraktikkan kehidupan yang zalim, hegemonik, dan penuh
ketidak-adilan, maka lokalisme menjawab dengan kritik-kritiknya.’
Penggabungan Islam dan lokalitas budaya atau yang disebut sebagai
akulturasi Islam dengan budaya setempat ini merupakan manifestasi dari
gagasan Islam yang universal.

Sebagai sebuah gambaran bahwa melalui proses panjang dan berliku,
Islam perlahan diterima oleh sejumlah besar penduduk dunia termasuk
Indonesia. Proses dakwah Islam di Jawa misalnya, ketika Sunan Kalijaga
menggunakan pendekatan budaya melalui seni pewayangan untuk
menentang feodalisme kerajaan Majapahit. Melalui seni pewayangan, ia
berusaha menggunakan unsur-unsur lokal sebagai media dakwahnya dengan
mengadakan perubahan-perubahan lakon juga bentuk fisik dari alat-alatnya.
Begitu pula dengan cara dakwah para wali lainnya di tanah Jawa, beliau-

beliau ini telah berusaha mengintegrasikan substansi ajaran Islam ke dalam

3 M. Jadul Maula, “Syari’at (kebudayaan) Islam; lokalitas dan universalitas” dalam Makalah
Bersama Islam Transformatif dan Toleran, ( Yogyakarta : LkiS, 2002)



verbalisme simbol lokal untuk mempermudah transformasi ajaran Islam ke
alam pikiran masyarakat setempat.*

Pada akhirnya hal ini mengantarkan Islam menemui puncak
keberhasilannya. Perjuangan para wali di tanah jawa ini secara konkret
berwujud dengan terbangunnya situs Islam kerajaan Demak Bintara, dan
secara bertahap mengeliminasi pengaruh agama Hindu maupun Budha dalam
kepercayaan masyarakat Jawa. Selanjutnya mulailah ditabuh genderang
reformasi kepercayaan berupa akulturasi dan asimilasi antara budaya Islam
dan budaya setempat.’

Adanya akulturasi timbal balik antara Islam dengan budaya lokal,
dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang
memungkinkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat
kita temukan dalam kaidah fikih yang menyatakan al-‘adat muhakkamah
(adat itu bisa menjadi hukum), atau kaidah al-‘adat shari’atun muhkamah
(adat adalah shari’at yang dapat dijadikan hukum). Kaidah ini bersumber
dari sabda Rasulullah SAW bahwa “ Apa yang dipandang baik oleh kaum
muslimin, maka disisi Allah pun baik” (HR. Ahmad). Yang dikatakan baik
disini adalah ketika tidak ada nas yang menetapkannya, maka ditentukan

oleh penilaian akal dan kemudian diterima oleh masyarakat setempat.”

* Chafid Wahyudi, Nahdlatul Ulama &Civil Religion. .., 52.

° Muhammad Irfan Riyadi, “Konsep Kebatinan Islam Jawa, Tinjauan Theosofis Terhadap Serat
Dewa Ruci’, dalam Jurnal Dialogia Vol. 4 No. 1 Januari — Juni 2004, 108.

S Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Figh-Islami, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1986),

518.



Hal ini tentu sejalan dengan paparan sebelumnya bahwa nilai-nilai
Islam dipahami untuk mangakomodir kebutuhan-kebutuhan lokal
masyarakat di dalam merumuskan hukum-hukum agama sekaligus
dihadirkan sebagai kontrol konstruktif .

Akan tetapi setelah diadopsi dan diakomodasi, wajah Islam yang
tampil dalam bingkai budaya lokal seringkali mendapat respon tidak dikenali
bahkan disalahpahami oleh banyak kalangan, diantaranya dari kalangan atau
kelompok-kelompok yang memiliki orientasi gerakan kembali kepada
fundamen-fundamen shar’iyah al-hukm. ' Sebut saja Hizb al-Tahrir, sebagai
salah satu dari gerakan politik Islam yang memiliki prinsip tersebut.

Membincang tentang Hizb al-Tahrir, maka tidak akan lepas dari
sosok Taqi al-Din al-Nabhani, seorang penggagas sekaligus pendiri lahirnya
Hizb al-Tahrir. Pemikiran-pemikiran Taqi al-Din al-Nabhani senantiasa
menjadi acuan serta pedoman bagi seluruh anggota Hizb al-Tahrir diberbagai
aspek, salah satunya dalam ber-manhaj hukum.

Taqi al-Din al-Nabhani memiliki pandangan bahwa penafsiran
terhadap shari’ah Islam tidak seharusnya mengutamakan penyesuaian nas-
nas al-Qur’an dengan perkembangan ruang dan waktu. Menurutnya,
seharusnya masyarakatlah yang diubah agar sesuai dengan shari’ah Islam,
bukan sebaliknya. Hal itu ia pertegas terhadap penolakan akan adanya
kaidah: ”Tidak ditolak adanya perubahan terhadap hukum, dengan adanya

perubahan zaman’. Kaidah yang sama juga ditolaknya: ~ Adat-istiadat dapat

" Muhaimin AG, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal, Potret dari Cirebon, ( Jakarta : PT. Logos
Wacana Ilmu, 2004 ), ix.



dijadikan patokan hukum.”® Maka dengan begitu, menurut Taqi al-Din al-
Nabhani, nas-nas shari’ah merupakan sumber-sumber hukum yang
dengannya realitas disesuaikan. Dengan kata lain, hukum-hukum shari’ah
tidak bisa berubah meskipun realitas mengalami perubahan.

Karena alasan itu pula Taqi al-Din al-Nabhani juga menolak
perbedaan budaya bisa dijadikan faktor determinan yang dapat mengubah
hukum-hukum Islam. Baginya, budaya tidak memiliki kekuatan untuk
mengubah hukum karena ‘//ah (motif diberlakukan hukum) dan sumber
hukum, bahkan banyak produk budaya yang justru bertentangan dengan
shari’ah Islam.’ Sebagai konsekuensi dari pandangan di atas, Taqi al-Din al-
Nabhani melalui gerakan Hizb al-Tahrir-nya dengan hati-hati memanfaatkan
prinsip kemaslahatan yang sering digunakan pijakan dalam menentukan
suatu hukum suatu persoalan.'

Oleh karenanya diperlukan kajian mendalam tentang hal-hal yang
mendasari pemikiran serta epistemologi Taqi al-Din al-Nabhani dalam
memutuskan untuk menolak adat dan budaya sebagai salah satu
pertimbangan hukum. Hal ini dianggap kontradiktif dengan pemahaman
bahwa Islam merupakan agama bagi seluruh manusia di dunia ( rahmatan li
al-’alamin ), wataknya yang adaptif sehingga Islam dituntut untuk selalu
akomodatif dan kompatibel dengan perubahan sosial yang akan terus

bergulir dari waktu ke waktu.

$Syamsul Arifin, Ideologi dan praksis Gerakan Sosial kaum fundamentalis: Pengalaman Hizbut
al-Tahrir Indonesia (Malang: UMM Press, 2005), 98.

“Ibid., 244.

"Ibid., 245.



B. Rumusan Masalah
Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan penelitian ini,
maka rumusan masalah akan dijabarkan dalam poin-poin sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan Taqi al-Din al-Nabhani tentang kaidah al-‘adat
muhakkamah ?
2. Bagaimana kerangka berpikir Taqi al-Din al-Nabhani dalam memandang
kaidah al-’adat muhakkamah ?

3. Bagaimana relevansi pandangan Tagqi al-Din al-Nabhani tentang kaidah a/-

‘adat muhakkamah dengan prinsip universalitas Islam?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka
tujuan umum penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan pandangan Tadji al-Din al-Nabhani tentang kaidah a/-‘adat
muhakkamah
2. Mendeskripsikan kerangka berpikir Taqi al-Din al-Nabhani dalam

memandang kaidah al-’adat muhakkamah

4. Mendeskripsikan relevansi Taqi al-Din al-Nabhani tentang kaidah al- ‘adat

muhakkamah dengan prinsip universalitas Islam.



D. Manfaat Penelitian
1. Memberikan pemahaman secara rinci mengenai kaidah al-‘adat
muhakkamah dari sisi normatif, teoritis maupun empiris.
2. Memberikan penjelasan terkait hal-hal yang mendasari penolakan Tagqi al-
Din al-Nabhani terhadap kaidah al- ‘adat muhakkamah.
3. Memberikan pemahaman terkait pendapat Taqi al-Din al-Nabhani
tentang kaidah al-‘adat muhakkamah dan relevansinya dengan prinsip-

prinsip dalam universalitas Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai fenomena kontemporer, kajian tentang gerakan Islam
fundamentalis sangat menarik perhatian semua kalangan yakni agamawan,
politikus, akademisi, bahkan masyarakat awam, terutama pasca tragedi
pengeboman gedung WTC di New York AS 11 September 2001 dan
berbagai peristiwa terror bom di tanah air. Berbagai sisi Islam fundamentalis
diteliti dan dibahas, mulai dari pengertian, karakteristik, ideologi, doktrin,
latar belakang kemunculan, tujuan, motif dan orientasi gerakan, sampai
berbagai bentuk organisasi Islam fundamentalis itu sendiri dengan serba-
serbi pemikirannya.

Hal ini menunjukkan bahwa gerakan Islam fundamentalis memang
tidak monolitik, tidak seragam, mereka hadir dengan berbagai latar belakang
sosial-historis, motivasi, karakter, pemikiran. dan orientasi gerakan. Oleh

karena itu, penelitian terhadap fenomena Islam fundametalis tetap akan



menarik sepanjang faktor-faktor sosial pencetus gerakan sosial terus
bermunculan, khususnya adalah Hizb al-Tahrir yang kali ini akan bertindak
sebagai objek penelitian melalui pemikiran sosok penggagasnya yakni Taqi
al-Din al-Nabhani.

Meskipun sudah banyak kajian dan penelitian tentang Hizb al-Tahrir
maupun pemikiran Taqi al-Din al-Nabhani atas nama individunya, tetapi dari
pelacakan yang peneliti lakukan terhadap penelitian yang sudah ada
ternayata belum banyak yang mengulas tentang nalar hukumnya, terutama
yang secara spesifik membahas tentang penolakan mereka terhadap konsep
al-‘adat sebagai salah satu pertimbangan hukum.

Di antaranya penelitian- penelitian yang sudah ada tentang Hizb al-
Tahrir diantaranya sebagian besar mengulas dari sisi ideologi politiknya,
seperti yang dilakukan oleh Sirajuddin M. Dengan judul Resolusi Konflik
Ideologi : menimbang politik hukum Hizbut Tahrir Indonesia dalam
paradigma ijtihad kontemporer. Tulisan ini bertujuan melakukan kritik
terhadap ideologi politik hukum Hizb al-Tahrir Indonesia atau disingkat HTI,
yang utopis dan tidak realistis dari paradigm ijtihad kontemporer. Paradigma
ijtihad HTI yang hendak mendirikan khilafah Islamiyyah tidak bisa diterima
karena hanya akan melahirkan konflik-konflik ideologis , fisik dan

mengancam keutuhan NKRI. Sedangkan produk hukum Islam HTI juga



tidak bisa diterima dan diterapkan di Indonesia, bertentangan dengan
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. '

Penelitian berikutnya ditulis oleh Siti Zulaichah dalam skripsinya
yang berjudul Pemikiran Politik Taqi al-Din al-Nabhani. Dalam pandangan Taqi
al-Din al-Nabhani, politik dibagi ke dalam kategori yaitu : Islam sebagai salah satu
ideologi politik setelah sosialis dan kapitalis. Islam dijadikan sebagai ’‘agidah
’aqliyyah (ikatan yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan peraturan
hidup uvang menyeluruh dan inilah yang disebut ideologi. Ideologi adalah ‘agidah
’aqliyyah yang melahirkan peraturan.

Ia berpendapat bahwa Islam tidak hanya dipandang sebagai sebuah
agama tetapi Islam juga merupakan solusi bagi seluruh persoalan yang ada.
Islam sebagai ideologi komprehensif ia tuangkan ke dalam bukunya konsepsi
politik Hizb al-Tahrir dan Nizhamul Islam. la mengungkapkan bahwa
ideologi yang diemban harus sesuai tuntutan dan ajaran Rasul dan juga
solusi yang menyeluruh dengan mendirikan daulah Islamiyyah."

Penelitian ketiga oleh Ainur Rofiq al-Amin dengan judul Demokrasi
Perspektit Hizbut Tahrir Versus Religious Mardomsalari Ala Muslim Iran.
Disini dipaparkan tentang penolakan Hizb al-Tahrir terhadap demokrasi yang
diakibatkan model pemahaman yang rigit dan kaku, demokrasi dimaknai
sedemikian rupa tanpa bias diotak-atik, stagnan tanpa perubahan. Sementara

dalam Islam politik hendaknya bersikap fleksibel dengan menyerap

" Sirajuddin M., Resolusi Konflik Ideologi : menimbang politik hukum Hizbut Tahrir Indonesia
dalam paradigm ijtihad kontemporer, Jurnal Analisis 12, Nomor 2, Desember 2012.

"2 Siti Zulaichah, Pemikiran Politik Taqiyuddin An-Nabhani, Skripsi UIN Sunan Kalij aga
Yogyakarta, 2008.
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perkembangan dan tren kemodernan, tanpa meninggalkan akar tradisi Islam
(al-muhafazah ‘ala al-gadim al-salih wa al-akhdu bi al-jadid al-aslah). Sikap
seperti ini yang diperlukan untuk mengakomodasi dan mengantisipasi
perkembangan zaman. Dalam hal ini, ada contoh seperti yang dikenalkan
Republik Islam Iran yang memasukkan al/-dimugqratiyyah al-diniyyah (
religious democracy/ religious mardomsalary) ke dalam sistem politik
Islamnya yang sering disebut dengan wilayat al-fagih. Karena Hizb al-Tahrir
bersikap kaku, konsekuensi politiknya kelompok ini akan sulit
mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan dan perubahan
konstalasi politik global yang jika tidak segera disadari akan mirip dengan
Taliban.

Penelitian selanjutnya memasuki ranah hukum Islam dengan
pendekatan kajian fikih perempuan sebagai obyek penelitiannya,
sebagaimana yang diteliti oleh Umi Chaidaroh dengan judul Fikih
Perempuan Hizb al-Tahrir. Penelitian ini mengkaji fikih perempuan Hizb al-
Tahrir untuk melihat bagaimana Hizb al-Tahrir mengkonstruksi hukum
mengenai peran perempuan. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan Umi
Chaidaroh terhadap paradoks yang ada pada Islam fundamentalis, khususnya
Hizb al-Tahrir. Di satu sisi, dijumpai bahwa para perempuan Hizb al-Tahrir
memainkan peranan aktif untuk mencapai tujuan partai. Mereka melakukan
perjuangan intelektual dan politik, termasuk menyeru kepada para penguasa

muslim untuk bangkit melawan penindasan. Di sisi lain, gerakan

13 Ainur Rofiq al-Amin dengan judul Demokrasi Perspektif Hizbut Tahrir Versus Religious
Mardomsalari Ala Muslim Iran, Jurnal Islamica, Volume 8, Nomor 1, September 2013.
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fundamentalis Islam telah lama diasosiasikan dengan penindasan terhadap
perempuan. Berangkat dari kegelisahan ini, meneliti Hizb al-Tahrir dari aspek
fikih perempuannya penting dilakukan. Penelitian pustaka dengan
pendekatan gender ini menghasilkan temuan konstruksi fikih perempuan
Hizb al-Tahrir r didasarkan dan disandarkan pada metode ijtihad yang bersifat
tekstual, atau /iteral methods. Kalau meminjam al-Jabiri, model ijtihad Hizb
al-Tahrir masuk dalam ranah berfikir bayani. Penelitian ini juga
menghasilkan kesimpulan bahwa fikih perempuan yang dibangun oleh Hizb
al-Tahrir relatif fleksibel, tidak rigid pada banyak aspeknya. Hal ini terbukti
dengan pemberian peran publik terhadap perempuan.'*

Penelitian terakhir masih dalam frame kajian hukum Islam yakni
dengan objek penelitian tentang jihad dalam perspektif Taqi al-Din al-
Nabhani. Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis oleh Suwardi dengan
judul Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf
Qardawi dan Taqi al-Din al-Nabhani). Hasil penelitian ini mengantarkan
pada kesimpulan yang cukup merepresentasikan gambaran umum tentang
komparasi kedua arus tokoh tersebut.

Yusuf Qardawi cenderung berpandangan lebih inklusif (terbuka) dan
moderat (tawasut), cenderung ke arah jalan tengah dalam memaknai jihad
itu sendiri. Sementara Taqi al-Din al-Nabhani di pihak lain yang cenderung

berpandangan eksklusif (tertutup) dan ekstrem dalam memahami dan

4 Umi Chaidaroh, Fikih Perempuan Hizb al-Tahrir (Disertasi, Program Pascasarjana IAIN Sunan
Ampel Surabaya, 2011)
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mendefinisikan jihad yang dimaknai sebagai upaya mengangkat senjata
untuk memerangi orang kafir."

Selaras dengan penelitian sebelumnya, Nuraidah dengan skripsinya
yang berjudul Jihad Menurut Hizbut Tahrir, yang mana jihad dimaknai
dengan makna shar’i yaitu perang untuk menyebarkan risalah Islam.
Aktualisasi Jihad Hizb al-Tahrir dilakukan dengan melihat kondisi dimana
terjadi ancaman terhadap kaum muslimin. Realisasi jihad Hizb al-Tahrir
terwujud dalam bentuk-bentuk jihad defensif (pertahanan) dan jihad ofensif

(penyerangan).'®

F. Metode Penelitian
Secara filosofis, apa yang dinamakan dengan metodologi penelitian
adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari kerangka kerja
dalam mencari kebenaran. Kerangka kerja mencari kebenaran dalam filsafat
dikenal sebagai filsafat epistemologi.'” Kualitas kebenaran yang diperoleh
dalam berilmu pengetahuan terkait langsung dengan kualitas akan kerangka

kerjanya.

' Suwardi, Konsep Jihad Dalam Hukum Islam ; Studi Komparatif Yusuf Qardawi dan Tagi al-
Din al-Nabhani, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

' Nuraidah, Jihad Menurut Hizbut Tahrir, (Skripsi UIN Sunan Kalij aga Yogyakarta, 2008)

"7 Lihat Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2003), 119. Epistemologi menurut William S. Sahakian dan Mabel Lewis Sahakian
dalam Realism of Philosophy sebagaimana dilangsir Jujun S. Suriasumantri adalah pembahasan
mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan: apakah sumber-sumber pengetahuan?
Apakah hakikat, jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan? Apakah manusia dimungkinkan
untuk mendapatkan pengetahuan? Sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin ditangkap
manusia. Lihat Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Illmu: Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2003), 119.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan
pendekatan kualitatif dalam rangka memahami aspek “dalam’ yang tidak
dapat diakses oleh instrumen survey anonim.'® Karena jenis penelitian ini
adalah penelitian kepustakaan ( /library research ), sehingga data atau
obyek penelitian diambil dari khazanah kepustakaan atau literatur.
Sedangkan sifat penelitiannya sendiri adalah deskriptif-analisis. Bersifat
deskriptif karena tulisan ini akan memaparkan tentang nalar hukum yang
digunakan Taqi al-Din al-Nabhani didalam argumentasinya tentang a/-
‘adat dengan kaidah fikihnya yang berbunyi “al- ‘adat muhakkamah” .

Dalam mengadakan analisis, pendekatan yang dipakai adalah
pendekatan historis-interpretatif, karena bagaimanapun eksistensi konsep
al-‘adat dengan kemunculan kaidah a/-‘adat muhakkamah sebagai sarana
legalitasnya tidak terlepas dari dialog dengan dinamika zaman dan
background social, budaya, intelektual yang melingkupinya. Sedangkan
bentuk ( form ) berpikir yang dipergunakan adalah induksi, yaitu
berusaha menggali pemikiran atau nalar hukum Taqi al-Din al-Nabhani
dalam memahami konsep al-‘adat, kemudian hasilnya dinilai dengan
parameter prinsip-prinsip pembentukaan hukum Islam dan juga

epistemologi keilmuan yang relevan.

"Ben Agger, Teori Sosial Kritis: Kritik, penerapan dan Implikasinya, terj. Nurhadi (Yogjakarta:
Kreasi Wacana, 2003), 358.
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5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, strategi pengumpulan data dapat
dipilah menjadi dua cara pokok yaitu metode non-interaktif dan
interaktif. Metode non-interaktif mencangkup dokumentasi, sedang
metode interaktif meliputi wawancara dan pengamatan peran serta.'’
Pada penelitian ini hanya akan menggunakan metode non-interaktif yang
diwujudkan melalui hasil riset pustaka terhadap dokumentasi.

Pada dataran riset pustaka digunakan peneliti untuk
menyelesaikan dua level masalah sekaligus, yakni masalah teoritik dan
masalah empirik. Artinya, peneliti berusaha mengumpulkan data-data
dokumenter baik yang bersifat teoritik maupun empirik. Teknik ini
terutama berguna dalam upaya menyusun kerangka teoritik maupun
memperkaya data empirik yang berkenaan dengan konsep al-’adat dari
sumber fikih klasik khususnya kitab-kitab ushul fikih dan kitab-kitab
karya Taqi al-Din al-Nabhani yang mengulas tentang nalar hukum Hizb
al-Tahrir.

6. Analisa Data
Konsep dasar adanya analisa data adalah proses pengorganisasian

dan pengurutan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar

' H.B. Sutopo, Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian, Universitas sebelas
Maret, No 1 Tahun IV (1988),19.
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sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja atas
pembacaan terhadap data.*

Untuk memenuhi konsep dasar analisa data ini peneliti mengikuti
saran Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang menawarkan
metode analisis interaktif, yakni melakukan analisa data secara simultan
dan terus menerus sejak pengumpulan data dilakukan hingga selesainya
pengumpulan data dalam waktu tertentu melalui proses reduksi data (data
reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan
(conclution: drawing/veritying).*'

Dalam proses reduksi data (data reduction), peneliti akan
merangkum, memilih hal-hal yang pokok dari data yang sementara
diperoleh untuk kemudian dicari tema atau kategorisasi. Dengan proses
ini, akan didapatkan gambaran yang lebih jelas untuk menentukan
langkah pengumpulan data selanjutnya bahkan sampai menentukan cara
mengumpulkannya.”

Proses selanjutnya berupa penyajian data (data display, yakni data
penelitian yang sudah direduksi, dilakukan proses penarasian data dalam
bentuk teks.” Pada saat display data inipun peneliti akan melakukan

analisis data dan dibangun teori-teori yang telah siap untuk diuji

? Konsep dasar akan pengertian analisa data ini merupakan sintesis yang dilakukan Lexy J.
Moleong terhadap definisi Patton maupun Bogdan dan Taylor. Lihat Lexy J. Moleong,
Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2002), 103.
I Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi
Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 20. Lihat juga: Sugiyono, Memahami Metode Penelitian
Kualitatif (Bandung: Alphabeta, 2005), 91-93.
z Sugiyono, Memahami Metode Penelitian Kualitatif..., 92.

Ibid.
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kebenarannya dengan tetap mengacu pada kerangka teori yang telah
disusun.”* Langkah berikutnya berupa penarikan kesimpulan (conclution:
drawing/verifying) yang bersifat sementara. Sebab dari kesimpulan
sementara ini akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi dengan
mengumpulkan data yang kurang, reduksi, display dan penarikan
kesimpulan lagi. Proses ini akan berlangsung secara berurutan, berulang-
ulang, terus menerus sampai penelitian ini sampai pada tingkatan jenuh
dan akurat. Setelah dirasa hasil penelitian telah akurat, barulah disusun

sebuah teks naratif dari keseluruhan hasil penelitian.

*Ahmad Syafi’i Mufid, “Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Agama,” dalam Menuju
Peneltian Keagamaan: Dalam Perspektif Penelitian Sosial, ed. Affandi Muhtar (Cirebon: Fakultas
Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, 1996), 107.



